
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

1. 1 Meningkatnya Realisasi

Investasi Sektor Non

Migas dan Batubara 

1. Nilai Realisasi

Investasi Sektor

Non Migas dan

Batubara 

Triliun 0 0 32,53 35 35,67 1. 1. Program 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Investasi

Terwujudnya Peningkatan 

Pemantauan, Pembinaan, 

dan Pengawasan 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

1. Persentase tercapainya 

target perusahaan yang 

melaporkan LKPM

Persentase - - 100 100 100 Kepala Bidang 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Investasi

1. Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Provinsi

Jumlah Perusahaan 

yang dipantau, di bina 

dan di awasi di Provinsi 

Kalimantan Timur 

- - 6 7 8 Kepala 

Bidang 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Investasi

a. Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah LKPM yang 

dilaporkan perusahaan 

secara daring (online)

- - 6 7 8 Kepala Seksi

Pemantauan 

dan Evaluasi

b. Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pembinaan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah Perusahaan 

yang dibina 

- - 6 7 8 Kepala Seksi

Pengolahan 

Data

c. Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah Perusahaan 

yang diawasi

- - 6 7 8 Kepala Seksi

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

2 1. Program Promosi

Penanaman Modal 

Terselenggarannya 

Penyusunan Strategi

Promosi dan Kegiatan

Promosi Penanaman Modal

1. Jumlah Laporan

Penyelenggaraan 

Promosi Penanaman

Modal Provinsi

Laporan 9 10 11 Kepala Bidang 

Promosi 

Penanaman 

Modal

1. Penyelenggaraan 

Promosi Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Provinsi

Jumlah kegiatan 

promosi penanaman 

modal yang dilakukan

- - 9 10 11 Kepala 

Bidang 

Promosi 

Penanaman 

Modal

a. Penyusunan Strategi 

Promosi Penanaman 

Modal Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah dokumen hasil 

pertemuan promosi 

penanaman modal

- - 2 4 4 Kepala Seksi

Promosi 

Penanaman 

Modal

b. Pelaksanaan Kegiatan 

Promosi Penanaman 

Modal Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah keikutsertaan 

pada kegiatan pameran 

investasi 

- - 7 6 6 Kepala Seksi

Pemberdayaa

n Dunia

Usaha

3. 1. Program 

Pengembangan 

Iklim Penanaman

Modal 

Terwujudnya Perencanaan

dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal yang

Terintegrasi dan

Implementatif di Kawasan

Strategis

1. Jumlah dokumen Kajian 

dan Kebijakan 

Penanaman Modal

Dokumen - - 4 2 2 Kepala Bidang 

Perencanaan 

dan 

Pengembangan 

Iklim Investasi

1. Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

dibidang Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

Provinsi

Jumlah kegiatan 

pemberian fasilitas 

insentif dan 

kemudahan berusaha

- - 2 0 0 Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Pengembang

an Iklim

Investasi

a. Penetapan kebijakan 

daerah dalam 

pemberian 

fasilitas/insentif dan 

kemudahan 

penanaman modal 

Jumlah dokumen 

Rencana Umum 

Penanaman Modal 

(RUPM) Provinsi 

Kalimantan Timur 

- - 2 0 0 Kepala Seksi

Perencanaan 

dan 

Deregulasi 

Penanaman 

Modal

b. Evaluasi pelaksanaan 

pemberian 

fasilitas/insentif dan 

kemudahan 

penanaman modal 

Jumlah dokumen kajian 

peta potensi investasi 

- - 2 0 0 Kepala Seksi

Pengembang

an Potensi

Daerah

Target Tahun ke - Penanggun

g Jawab

BIDANG DALAK

BIDANG P2M

BIDANG P2IPM

Indikator Kinerja 

Program (Outcome)
Satuan No.

Target Tahun ke - Penanggung 

Jawab

Kegiatan/Sub 

Kegiatan
Sasaran ProgramNo. No Satuan

Target Tahun ke -
No. ProgramSasaran Strategis Indikator Kinerja 

Perjanjian Kinerja Pimpinan (Eselon II)

RENSTRA DPMPTSP

CASCADING KINERJA / PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU

DPMPTSP PROV. KALTIM

Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)
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Target Tahun ke - Penanggun

g Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome)
Satuan No.

Target Tahun ke - Penanggung 

Jawab

Kegiatan/Sub 

Kegiatan
Sasaran ProgramNo. No Satuan

Target Tahun ke -
No. ProgramSasaran Strategis Indikator Kinerja 

Perjanjian Kinerja Pimpinan (Eselon II)

RENSTRA DPMPTSP

Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

2. Pembuatan Peta 

Potensi Investasi 

Provinsi

Jumlah dokumen RUPM 

dan peta potensi 

- - 4 2 2 Kepala 

Bidang 

Perencanaan 

dan 

Pengembang

an Iklim

Investasi

a. Penyusunan Rencana 

Umum Penanaman 

Modal Daerah Provinsi 

Jumlah dokumen 

Rencana Umum 

Penanaman Modal 

(RUPM) Provinsi 

Kalimantan Timur 

- - 2 1 1 Kepala Seksi

Perencanaan 

dan 

Deregulasi 

Penanaman 

Modal

b. Penyediaan Peta 

Potensi dan Peluang 

Usaha Provinsi 

Jumlah dokumen kajian 

peta potensi investasi 

- - 2 1 1 Kepala Seksi

Pengembang

an Potensi

Daerah

2 Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Perizinan

Sesuai Standar Pelayanan

Publik 

2. Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Indeks 0 0 85 85 86 1 1 Program 

Pelayanan 

Penanaman Modal 

Terwujudnya pelayanan

perizinan yang lebih

mudah dan cepat

1. Waktu penyelesaian

proses perizinan

Hari - - 12 11 10 Kepala Bidang 

Layanan 

Perizinan dan 

Non Perizinan

1. Penanaman modal 

yang ruang lingkupnya 

lintas daerah 

kabupaten/kota

Jumlah penyelesaian 

penerbitan izin/ non 

izin lintas Kab/Kota

- - 300 0 0 Kepala 

Bidang 

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

a. Penyediaan Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan 

Non Perizinan berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektornik 

Jumlah kegiatan 

pelatihan tentang 

pelayanan yang prima 

berbasis elektronik

- - 2 0 0 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Sektor Primer

b. Pemantauan 

Pemenuhan Komitmen 

Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman 

Modal

Jumlah NIB (Nomor 

Induk Berusaha) yang 

diterbitkan

- - 1500 0 0 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Sektor 

Sekunder dan

Tersierc. Penyediaan Layanan 

Konsultasi dan 

Pengelolaan 

Pengaduan Masyarakat 

terhadap Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan 

Non Perizinan 

Jumlah presentase 

pengaduan yang 

terlayani 

- - 100 0 0 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Penanaman 

Modal

d. Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

Daerah 

Jumlah laporan 

koordinasi dan  

sinkronisasi 

- - 10 0 0 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Penanaman 

Modal

2 Penanaman modal 

yang menurut 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

menjadi kewenangan 

daerah provinsi 

Jumlah penyelesaian 

penerbitan izin/ non 

izin 

- - 1500 1400 1450 Kepala 

Bidang 

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

a. Penyediaan pelayanan 

terpadu non perizinan 

berbasis sistem 

pelayanan perizinan 

berusaha terintegrasi 

secara elektronik 

Jumlah kegiatan 

pelatihan tentang 

pelayanan yang prima 

berbasis elektronik

- - 2 2 2 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Sektor Primer

b. Pemantauan 

Pemenuhan Komitmen 

Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman 

Modal

Jumlah NIB (Nomor 

Induk Berusaha) yang 

diterbitkan

- - 1500 7000 7000 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Sektor 

Sekunder dan

Tersier

BIDANG LP2N
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Target Tahun ke - Penanggun

g Jawab

Indikator Kinerja 

Program (Outcome)
Satuan No.

Target Tahun ke - Penanggung 

Jawab

Kegiatan/Sub 

Kegiatan
Sasaran ProgramNo. No Satuan

Target Tahun ke -
No. ProgramSasaran Strategis Indikator Kinerja 

Perjanjian Kinerja Pimpinan (Eselon II)

RENSTRA DPMPTSP

Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator (Eselon III) Perjanjian Kinerja Pejabat Pengawas (Eselon IV)

c Penyediaan Layanan 

Konsultasi dan 

Pengelolaan 

Pengaduan Masyarakat 

terhadap Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan 

Non Perizinan 

Jumlah presentase 

pengaduan yang 

terlayani 

- - 100 100 100 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Penanaman 

Modal

   d Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

Daerah 

Jumlah laporan 

koordinasi dan  

sinkronisasi 

- - 10 10 10 Kepala Seksi

Layanan 

Perizinan dan

Non Perizinan

Penanaman 

Modal

2 1. Program  

Pengelolaan Data

dan Sistem

Informasi 

Penanaman Modal 

Terinformasikannya 

Pengurusan Pelayanan

Perizinan Secara Elektronik

1. Jumlah kegiatan

percepatan pengurusan

pelayanan perizinan

Kegiatan 4 5 4 Kepala Bidang 

Layanan 

Pengaduan, 

Advokasi dan 

Informasi 

Perizinan 

1. Urusan Pengelolaan 

Data dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman 

Modal yang 

Terintegrasi pada 

Tingkat Daerah 

Provinsi

Jumlah media 

elektronik yang tersedia 

- - 2 3 3 Kepala 

Bidang 

Layanan 

Pengaduan, 

Advokasi dan

Informasi 

Perizinan 

a. Pengolahan, Penyajian 

dan Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan 

Jumlah aplikasi yang di 

olah/disajikan 

- - 2 3 3 Kepala Seksi

Layanan 

Informasi 

Perizinan

BIDANG YANDU









I II III IV

1. 1. Rp (Triliun) 32,53 8,133 8,133 8,133 8,133 1.  Rp     2.030.000.000 1. Perusahaan           

1.  Rp           785.000.000 1. LKPM 6 - Melakukan kegiatan sosialisasi LKPM online 

dan penerapannya 


- Melakukan kegiatan pemantauan

pelaksanaan penanaman modal terhadap

perusahaan PMA/PMDN di Kalimantan

Timur 



- Melakukan kegiatan pemantauan

pelaksanaan penanaman modal terhadap

perusahaan PMA/PMDN ke luar daerah 



2.  Rp           320.000.000 1. Perusahaan 6 - Melaksanakan sosialisasi pedoman tata

cara pengendalian pelaksanaan

penanaman modal 



- Melakukan kegiatan pembinaan ke

perusahaan yang berlokasi di Provinsi

Kalimantan Timur 

   

3. Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

 Rp           925.000.000 1. Perusahaan 6 - Melaksanakan kegiatan pengawasan ke

perusahaan di wilayah KPIK dan

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan 



- Melaksanakan kegiatan pengawasan ke

perusahaan yang beralamat/berkantor di

luar daerah Provinsi Kalimantan Timur 

   

2.  Rp     1.360.000.000 1. Laporan 9

1.  Rp           215.000.000 1. Pertemuan  2 - Melaksanakan kegiatan matchmaking

dunia usaha 
 

Kepala Seksi Promosi 

Penanaman Modal

- menghadiri koordinasi, undangan, 

pameran, workshop, seminar,peninjauan 

lapangan 

   

2.  Rp         1.145.000.000 1. Pameran 7 - Melakukan pameran dalam daerah    

-

Kepala Bidang 

Promosi Penanaman 

Modal

Jumlah pertemuan promosi

penanaman modal

Pelaksanaan 

Kegiatan Promosi 

Penanaman Modal 

Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah keikutsertaan pada

kegiatan pameran investasi 

Kepala Seksi 

Pemberdayaan Dunia 

Usaha

menghadiri koordinasi, undangan, 

pameran, workshop, seminar,peninjauan 

lapangan 

   

Program Promosi 

Penanaman Modal 

RENCANA AKSI DPMPTSP PROV. KALTIM TAHUN 2021

Penanggung 

Jawab

Meningkatnya 

realisasi investasi 

sektor Non Migas 

dan non Batu Bara

Nilai 

Realisasi 

Investasi 

Sektor Non 

Migas dan 

Batubara

Kepala Bidang 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Kepala Seksi 

Pemantauan dan 

Evaluasi

Kepala Seksi 

Pembinaan 

Kepala Seksi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

TW 

I

TW 

II

TW 

III

TW 

IV

No.
Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan Pagu

Program 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Program / Kegiatan

Jumlah perusahaan

industri pada kawasan

peruntukan industri

Kinerja Sasaran

Target 

1 Tahun

Target Triwulan Indikator Kinerja

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pemantauan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Satuan Target 

1 

Tahun

Jadwal Pelaksanaan

Jumlah Perusahaan yang

diawasi

Penyusunan Strategi 

Promosi Penanaman 

Modal Kewenangan 

Provinsi 

Jumlah laporan 

penyelenggaraan 

promosi penanaman 

modal provinsi 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pembinaan 

Pelaksanaan 

Penanaman Modal 

Jumlah Perusahaan yang

dibina 

Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

Jumlah Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM)

yang dilaporkan perusahaan 

secara daring (online)
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Penanggung 

JawabTW 

I

TW 

II

TW 

III

TW 

IV

No.
Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan PaguProgram / Kegiatan

Kinerja Sasaran

Target 

1 Tahun

Target Triwulan Indikator Kinerja

Satuan Target 

1 

Tahun

Jadwal Pelaksanaan

Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

3. Program 

Pengembangan 

Iklim Penanaman 

Modal 

 Rp     1.690.013.950 1. Jumlah dokumen kajian 

dan kebijakan 

penanaman modal

Dokumen 4

Kepala Bidang 

Perencanaan dan 

Pengembangan Iklim 

Investasi

1. Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

dibidang Penanaman 

Modal yang Menjadi 

Kewenangan Daerah 

 Rp           890.013.950 

a.  Rp           790.000.350 1. Regulasi 1 - Melaksanakan sosialisasi undang-undang

cipta kerja terkait pemberian insentif dan

kemudahan penanaman modal 



Kepala Seksi 

Perencanaan dan 

Deregulasi 

Penanaman Modal

- Melaksanakan sosialisasi undang-undang

cipta kerja terkait pemberian fasilitas

kemudahan berusaha

 

- Melakukan penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang pemberian

insentif dan kemudahan di kepulauan

derawan dan sekitarnya 

 

- Melaksanakan buletin investasi kalimantan

timur 


- Koordinasi, konsultasi, rapat, undangan,

komparasi, sosialisasi, FGD, bisnis forum 
   

b.  Rp           100.013.600 1. Dokumen 1 - Melaksanakan evaluasi peraturan daerah

Provinsi Kalimantan Timur tentang

pemberian insentif dan kemudahan 

 

- Koordinasi, konsultasi, rapat, undangan,

komparasi, sosialisasi, FGD, bisnis forum 
   

2. Pembuatan Peta 

Potensi Investasi 

Provinsi 

 Rp           800.000.000 Kepala Seksi 

Pengembangan 

Potensi Daerah

a. Penyusunan 

Rencana Umum 

Penanaman Modal 

 Rp           700.000.000 1. Jumlah dokumen Rencana

Umum Penanaman Modal

(RUPM) Provinsi Kalimantan 

Dokumen 1 - Melaksanakan workshop penyusunan

rencana umum penanaman modal 
 

- Koordinasi, konsultasi, rapat, undangan,

komparasi, sosialisasi, FGD, bisnis forum 
   

b.  Rp           100.000.000 1. Dokumen 1 - Melaksanakan kajian pemetaan potensi

investasi kalimantan timur
  

- Koordinasi, konsultasi, rapat, undangan, 

komparasi, sosialisasi, FGD, bisnis forum 

   

2. 2. Skor 85 85 85 85 85 4.  Rp     1.760.000.000 1. Waktu Penyelesaian

Proses Perizinan 

Hari 12

Penyediaan Peta 

Potensi dan Peluang 

Usaha Provinsi 

Jumlah dokumen kajian

peta potensi investasi 

Peningkatan 

Kualitas Pelayanan

Publik

Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap 

Pelayanan 

Perizinan

Program 

Pelayanan 

Penanaman Modal 
Kepala Bidang 

Layanan Perizinan 

dan Non Perizinan

Penetapan Kebijakan 

Daerah dalam 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan 

Kemudahan 

Penanaman Modal 

Jumlah kebijakan daerah 

dalam pemberian 

fasilitas/insentif dan 

kemudahan penanaman 

modal 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan 

Kemudahan 

Penanaman Modal

Jumlah dokumen kajian 

evaluasi pelaksanaan 

pemberian fasilitas/insentif 

dan kemudahan 

penanaman modal 
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Penanggung 

JawabTW 

I

TW 

II

TW 

III

TW 

IV

No.
Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan PaguProgram / Kegiatan

Kinerja Sasaran

Target 

1 Tahun

Target Triwulan Indikator Kinerja

Satuan Target 

1 

Tahun

Jadwal Pelaksanaan

Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

1. Penanaman Modal 

yang Ruang 

Lingkupnya Lintas 

 Rp           880.000.000 

a. Penyediaan 

Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non 

 Rp           150.000.000 1. Jumlah kegiatan forum

lintas Kab/Kota 

Kegiatan 2 - Melakukan pengelolaan PTSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Kepala Seksi Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan Sektor 

- Melaksanakan bimbingan teknis service 

excellence tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Melakukan koordinasi data perusahaan 

yang telah mendapat izin melalui OSS di 

Kalimantan Timur

 

c.  Rp           310.000.000 1. Persentase - Melaksanakan rapat kegiatan forum 

komunikasi penanganan pengaduan se-

OPD teknis terkait kab/kota se-kaltim

 

- Melakukan koordinasi penanganan 

pengaduan pada kab/kota se-kaltim
   

- menghadiri sidang perkara di pengadilan 

negeri samarinda
   

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

Daerah 

 Rp           190.000.000 1. Jumlah laporan koordinasi 

dan sinkronisasi lintas 

Kab/Kota 

Laporan 10 - Melaksanakan rapat pengelolaan 

PMA/PMDN se-kaltim TA. 2021


Kepala Seksi Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan Sektor 

Primer

- Menghadiri koordinasi, rapat, seminar, 

pelatihan, peninjauan lapangan 
   

2. Penanaman Modal 

yang Menurut 

Ketentuan Peraturan 

Perundang-

 Rp           880.000.000 

a. Penyediaan 

Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non 

Perizinan berbasis 

Sistem Pelayanan 

 Rp           150.000.000 1. Jumlah kegiatan pelatihan 

tentang pelatihan 

pelayanan yang prima 

Kegiatan 1 - Membentuk tim teknis dalam pengurusan 

pertimbangan/ Advice teknis melalui online 

single submission (OSS) Prov. Kaltim

 Kepala Seksi Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan Sektor 

Sekunder dan Tersier

b. Pemantauan 

Pemenuhan 

 Rp           230.000.000 2. Jumlah Nomor Induk 

Berusaha (NIB) yang 

NIB 15000 - Melakukan Monitoring dan Evaluasi 

Penerapan SOP Perizinan/ Non Perizinan
  Kepala Seksi Layanan 

Perizinan dan Non 
- Konsultasi dan koordinasi data perusahaan 

yang telah mendapat pelayanan prima 

dalam manajemen perizinan investasi 

 

c. Penyediaan Layanan 

Konsultasi dan 

Pengelolaan 

 Rp           310.000.000 3. Jumlah persentase 

pengaduan yang 

diselesaikan Kewenangan 

Persentase 100 - Melaksanakan Rapat Kegiatan forum 

komunikasi penanganan pengaduan se-

OPD teknis terkait provinsi Kalimantan 

  Kepala Seksi Layanan 

Pengaduan dan 

Advokasi Perizinan- Melakukan koordinasi /konsultasi 

/mengahadiri rapat / bimtek /rakor 

berkenaan dengan penanganan 

   

d.  Rp           190.000.000 4. Laporan 5 - Melaksanakan perjalanan dinas dalam

rangka rapat pengelolaan PMDN se-kaltim

tahun 2021

   

5.  Rp        560.000.200 1. Kegiatan 400%

1.  Rp           560.000.200 1. Jumlah data yang

diolah/disajikan 

Laporan 4 - Pelaksanaan FGD pengolahan, Penyajian

dan pemanfaatan data dan informasi

perizinan dan non perizinan se Kab/Kota

se- Kalimantan Timur 



Kepala Seksi Layanan 

Informasi Perizinan

100

Kepala Seksi Layanan 

Pengaduan dan 

Advokasi Perizinan

d.

Koordinasi dan 

Sinkronasi 

Penetapan 

Pemberian 

Fasilitas/Insentif 

Daerah 

Jumlah Laporan koordinasi 

dan sinkronisasi 

Kewenangan Provinsi Kepala Seksi Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan Sektor 

Primer

Jumlah kegiatan

percepatan pengurusan

pelayanan perizinan 

Program  

Pengelolaan Data 

dan Sistem 

Informasi 

Penanaman Modal 

Kepala Bidang 

Layanan 

Pengaduan, 

Advokasi dan 

Informasi 

Perizinan Pengolahan, 

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik 

Laporan 12 
Kepala Seksi Layanan 

Perizinan dan Non 

Perizinan Penanaman 

Modal

Peningkatan 

Kualitas Pelayanan

Publik

Kepuasan 

Masyarakat 

terhadap 

Pelayanan 

Perizinan

Program 

Pelayanan 

Penanaman Modal 
Kepala Bidang 

Layanan Perizinan 

dan Non Perizinan

b. Pemantauan 

Pemenuhan 

Komitmen Perizinan 

dan Non Perizinan 

Penanaman Modal

 Rp           230.000.000 1. Jumlah laporan rekapitulasi 

izin dan non izin 

Penyediaan Layanan 

Konsultasi dan 

Pengelolaan 

Pengaduan 

Masyarakat terhadap 

Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non 

Perizinan 

Jumlah presentase 

pengaduan yang 

diselesaikan lintas Kab/Kota
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No.
Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan PaguProgram / Kegiatan

Kinerja Sasaran

Target 

1 Tahun

Target Triwulan Indikator Kinerja

Satuan Target 

1 

Tahun

Jadwal Pelaksanaan

Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

- Pengembangan sistem layanan perizinan

dan non perizinan 




6.  Rp   14.621.456.717 
1.

Persentase 73

1.  Rp           640.000.000 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Perangkat Daerah 

Nilai AKIP 71

a. Penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

 Rp           340.000.000 1. Jumlah dokumen 

perencanaan dan anggaran 

Dokumen 4
-

Melaksanakan kegiatan forum perangkat

daerah perencanaan program dan

kegiatan DPMPTSP provinsi, kab/kota se-

√ √ √ √

-
Melakukan belanja jasa konsultasi Standar

Operasional Prosedur (SOP) 
√ √ √ √

-
Konsultasi harmonisasi indikator kinerja

dengan pusat dan kegiatan DPMPTSP

provinsi, kab/kota se-kaltim 

√ √ √ √

b.  Rp             50.000.000 1. Jumlah dokumen RKA-SKPD Dokumen 1
-

Penjilidan dan pengadaan dokumen

RKA/SKPD
√ √

-
Koordinasi penyusunan dokumen rencana

anggaran kegiatan 
√ √ √ √

c.  Rp             50.000.000 1. Jumlah dokumen

perubahan RKA-SKPD

Dokumen 1
-

Penjilidan dan pengadaan dokumen

perubahan RKA/SKPD
√ √

-
Kegiatan forum perangkay daerah

perencanaan program dan kegiatan

DPMPTSP provinsi, kab/kota se-kaltim

√ √ √ √

d.  Rp             50.000.000 1. Jumlah dokumen DPA-SKPD Dokumen 1
- Penjilidan dan pengadaan DPA-SKPD √ √

-

Kegiatan forum perangkay daerah

perencanaan program dan kegiatan

DPMPTSP provinsi, kab/kota se-kaltim
√ √ √ √

e.  Rp             50.000.000 1. Jumlah dokumen

perubahan DPA-SKPD

Dokumen 1
-

Penjilidan dan pengadaan perubahan DPA-

SKPD
√ √

- Koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi √ √ √ √
f.  Rp             50.000.000 1. Jumlah laporan capaian

kinerja 

Laporan 1 - Penjilidan dan pengadaan √ √

-
menghadiri rapat koordinasi /sinkronisasi 

/sosialisasi /berkenaan LKjIP/LAKIP, LPPD 

dan evaluasi rencana kerja

√ √ √ √

g.  Rp             50.000.000 1. laporan 3
- Penjilidan dan pengadaan √

-
Melaksanakan rapat pembahasan rencana 

anggaran dan evaluasi kegiatan 
√ √ √ √

2.  Rp   11.747.125.120 1. Dokumen 24

a. Penyediaan gaji dan

tunjangan ASN 

 Rp       11.402.725.120 1. Jumlah dokumen daftar gaji

dan tunjangan 

Dokumen 24
-

Penyediaan gaji dan tujuan PNS dan Non 

PNS 
√ √ √ √

- Penyediaan honor pengelola keuangan √ √ √ √

b.  Rp             86.400.000 1. Jumlah dokumen 

administrasi keuangan yang 

diverifikasi

Dokumen 1000
- Pengadaan & fotocopy √ √ √ √

- Melaksanakan bimbingan teknis √ √

Kepala Sub Bagian 

Keuangan

Pelaksanaan 

penatausahaan dan 

pengujian/verifikasi 

keuangan SKPD

Koordinasi dan 

penyusunan 

dokumen RKA/SKPD

Koordinasi dan 

penyusunan 

dokumen perubahan 

RKA-SKPD

Koordinasi dan 

penyusunan DPA-

SKPD

Koordinasi dan 

penyusunan 

perubahan DPA-
Koordinasi dan 

penyusunan laporan 

capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi 
Evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

Jumlah laporan evaluasi 

kinerja perangkat daerah 

Administrasi 

keuangan 

perangkat daerah 

Jumlah dokumen 

administrasi keuangan 

yang diselesaikan tepat 

waktu 

Perencanaan, 

penganggaran, dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

Kepala Sub Bagian 

Program dan 

Anggaran

Pengolahan, 

Penyajian dan 

Pemanfaatan Data 

dan Informasi 

Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik 

- Melakukan persiapan FGD, dan 

singkronisasi, rapat, pelatihan, seminar, 

workshop

Program 

Penunjang Urusan

Pemerintah 

Daerah Provinsi 

Tingkat kepuasan

pemangku kepentingan

terhadap pelayanan PD

(SKM)
Sekretaris
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No.
Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan PaguProgram / Kegiatan

Kinerja Sasaran

Target 

1 Tahun

Target Triwulan Indikator Kinerja

Satuan Target 

1 

Tahun

Jadwal Pelaksanaan

Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

-
Melakukan rekonsiliasi, sosialisasi, 

seminar, peningkatan SDM,koordinasi dan 

rapat 

√ √ √ √

c. Koordinasi dan 

penyusunan laporan 

keuangan akhir 

 Rp             86.725.000 1. Jumlah laporan keuangan 

yang disusun 

Laporan 1
-

Pengadaan & fotocopy laporan keuangan

akhir tahun 
√ √ √ √

- Melaksanakan bimbingan teknis 

-
Melakukan koordinasi, study banding, 

rapat, dan seminar 
√ √ √ √

d.  Rp             84.550.000 
1.

Jumlah LHP yang ditanggapi Laporan 2
- Penjilidan & fotocopy LHP √ √ √ √

-

Melakukan rekonsiliasi, sosialisasi,

seminar, peningkatan SDM,koordinasi dan

rapat 
√ √ √ √

e.  Rp             86.725.000 1. Laporan 12

- Pencetakan & penjilidan laporan keuangan √ √ √ √

- Melakukan rekonsiliasi, sosialisasi,

seminar, peningkatan SDM,koordinasi dan

rapat 

√ √ √ √

3.  Rp          64.350.000 1. Orang 2

a.  Rp             64.350.000 1. Laporan 17 - Pengurus dan pembantu pengelola barang √ √ √ √

- √ √ √ √

4  Rp        221.490.000 1. Pegawai 100

a. Peningkatan sarana 

dan prasarana 

 Rp              8.460.000 1. Jumlah sarana dan

prasarana disiplin pegawai 

Buah 150 - Melaksanakan cetak name tag √
b.  Rp             98.430.000 1. Stel 150 - Belanja honorarium pengadaan

barang/jasa
- Melakukan pengadaan pakaian dinas

harian
√

c. Pendidikan dan 

pelatihan pegawai 

 Rp             24.300.000 1. Jumlah pegawai yang 

memperoleh pendidikan 

Orang 10 - Belanja pendidikan dan pelatihan √ √ √ √

d. Sosialisasi peraturan 

perundang-

undangan

 Rp             66.000.000 1. Jumlah peraturan 

perundang-undangan yang 

disosialisasikan 

Peraturan 1 - Melaksanakan kegiatan sosialisasi 

peraturan perundang-undangan √ √ √ √

e. Bimbingan teknis 

implementasi 

 Rp             24.300.000 1. Jumlah pegawai yang 

memperoleh bimbingan 

Orang 1 - Belanja bimbingan teknis √ √ √ √

5. Administrasi 

umum perangkat

daerah 

 Rp     1.948.491.597 1. Jumlah bulan untuk 

kegiatan administrasi 

umum yang terlaksana 

Bulan 12

a.  Rp             31.473.709 1. Jenis 8 - Belanja honorarium pengadaan

barang/jasa
√ √ √ √

- Belanja alat-alat listrik √ √ √ √

b.  Rp           609.270.052 1. Jenis 6
- Belanja alat tulis kantor √ √ √ √

- Belanja kertas dan cover √ √ √ √

- Belanja bahan cetak  √ √ √ √

- Belanja benda pos √ √ √ √

- Belanja bahan komputer √ √ √ √

- Belanja Souvenir √ √ √ √

-
Belanja bahan untuk kegoatan kantor

lainnya
√ √ √ √

c.  Rp           132.144.000 1. Porsi 3800 - Belanja alat kedokteran √

- Belanja makanan dan minuman rapat √ √ √ √

- Belanja pakaian penyelamatan √

Penyediaan bahan 

logistik kantor 

Jumlah porsi makan minum 

rapat 

Administrasi 

kepegawaian 

perangkat daerah

Jumlah pegawai yang

telah melaksanakan

kegiatan sesuai 

Pengadaan pakaian 

dinas beserta atribut 

kelengkapannya 

Jumlah stel pakaian dinas 

beserta perlengkapannya 

yang diadakan 

Penyediaan 

komponen instalasi

listrik/penerangan 

bangunan kantor 

Jumlah jenis komponen 

instalasi listrik/penerangan 

bangunan yang diadakan 

Penyediaan 

peralatan dan 

perlengkapan kantor

Jumlah jenis peralatan dan 

perlengkapan kantor yang 

diadakan 

Kepala Sub Bagian 

Keuangan

Pengelolaan dan 

penyiapan bahan 

tanggapan 

pemeriksaan 

Koordinasi dan 

penyusunan laporan 

keuangan bulanan/ 

triwulan/ 

semesteran SKPD

Jumlah laporan keuangan

bulanan dan semesteran 

Administrasi 

barang milik 

daerah pada 

Jumlah orang 

pengurusan dan 

invetaris barang milik Kepala Sub Bagian 

Umum dan 

Kepegawaian

Penatausahaan 

barang milik daerah 

pada SKPD 

Jumlah laporan kartu 

investasi ruangan yang 

disusun 
Melakukan belanja alat/bahan untuk

kegiatan kantor 
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No.
Sasaran 

Strategis

Indikator 

Kinerja 
Satuan PaguProgram / Kegiatan

Kinerja Sasaran

Target 

1 Tahun

Target Triwulan Indikator Kinerja

Satuan Target 

1 

Tahun

Jadwal Pelaksanaan

Uraian Rencana Aksi Kegiatan 

d. Penyediaan barang 

cetakan dan 

pengadaan 

 Rp             73.049.669 1. Jumlah cetakan dan 

pengadaan 

Laporan 4 - Belanja cetak dan belanja 

penggadaan/fotocopy/penjilidan 
√ √ √ √

e. Penyediaan bahan 

bacaan dan 

peraturan perundang-

undangan 

 Rp             15.360.000 1. Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan yang diadakan

Buah 10 - Belanja surat kabar 

√ √ √ √

f. Fasilitas kunjungan

tamu 

 Rp             15.000.000 1. Jumlah kunjungan rapat 

tamu yang difasilitasi 

Rapat 10 - Belanja makan minum tamu 

√ √ √ √

g. Penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan

konsultasi SKPD 

 Rp         1.067.400.000 1. Jumlah kegiatan

penyelenggaraan rapat

koordinasi dan konsultasi

SKPD 

Kegiatan 100

-

Melakukan rapat, konsultasi, updating 

data, pameran, seminar, promosi, 

sosialisasi, pengawasan, peninjauan 

lapangan, studi kasus & FGD

√ √ √ √

h.  Rp              4.794.167 1. Kegiatan 20 - Belanja sewa jaringan internet √ √ √ √Dukungan 

pelaksanaan sistem 

pemerintahan 

berbasis elektronik 

Jumlah kegiatan 

pelaksanaan sistem 

pemerintahan berbasis 

elektronik pada SKPD 


